BAB IV

ANALISISTERHADAP BATASUSI A DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KASUS PIDANA PENCURIAN

A. Analisis terhadap ketentuan mengenai batasan nalaci bawah umur
1. Menurut Hukum Pidana Positif
Dalam hukum pidana Positif batasan anak ditentutah Undang-undang
yaitu 12 (dua belas) tahun dan belum 18 (delapéasphun atau belum menikah.
Hal ini agak berbeda jika memakai hukum perdatagytertuang dalam KHI
(kompilasi hukum Islam) yang menyebutkan bahwa pdran anak yang kaitannya
dengan Pemeliharaan Anak (Bab XIV Pasal 98) adakdeorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, adapuyi rngkapnya sebagai berikut:
“Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atamada adalah 21 (dua puluh
satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak berdstiatmaupun mental atau
belum pernah melangsungkan pernikahan”.
Dalam beberapa Bab yang terkandung dalam UndangagntNomor 3
Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdapat Babg yamengatur tentang
pemidanaan terhadap batas umur anak yang dapakahake sidang pengadilan anak
yaitu dalam Bab | Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2aRasberbunyi :
(1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke Sidarad adalah sekurang-

kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencaair L8 (delapan belas)
tahun dan belum pernah kawin.

(2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada bataar uisebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang gditan setelah anak yang

! Kompilasi Hukum Islam Bab XlI\Tentang Pemeliharaan An#&asal 98 Ayat (1).
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bersangkutan melampaui batas umur tersebut, te&pin mencapai umur 21
(dua puluh satu) tahun, tetap diajukan ke Sidanak&n

Dalam hal ini apabila seorang anak di bawah umuaka&an tindak pidana
pencurian, maka anak tersebut tidak dapat dikenkirhan orang dewasa. Karena
hukuman bagi anak adalah setengah dari hukumarm alewasa. Dan setiap anak
pertumbuhannya berbeda-beda. Dilihat dari segiklingan dan pergaulan anak
tersebut. ada seorang anak yang cukup kasih sayamgm ada pula anak tersebut
tidak dapat kasih sayang baik dari keluarga madpgkungannya. Maka hal ini
akan menjadikan anak tersebut mencari lingkungag yggaman baginya. Dan anak
tersebut tidak bias membedakan mana lingkungan parngdan mana lingkungan
yang buruk.

Begitupula kehidupan anak tersebut. jika tidak dipgkan oleh
keluarganya maka anak tersebut bias terjerumusakendtindak pidana kejahatan
baik itu pencurian maupun pembunuhan. Maka dalaminheorang tua asuhnya
sangat dibutuhkan supaya mendidik anak tersebujadiesnak yang cakap hukum.
Misalnya: jika orang tua mendidik anak tersebutgdenbaik dan benar maka anak

tersebut tidak akan terjerumus dalam tindak pidana.

. Menurut Hukum Pidana Islam.

Menurut hukum pidana Islam, batasan terhadap uisiemam seorang anak
tidak dijelaskan secara pasti, disamping banyakeybedaan pendapat di antara para
ulama. Adanya perbedaan pendapat dikalangan pamgatigph mengenai batas usia
minimum bagi anak yang dikenakan pemidanaan, ddipedikan sebuah rujukan

dalam menetapkan sanksi pemidanaan terhadap anak.

2 RedaksiSinar Grafika,Undang-undang Nomor 3 tahun 198htangPeradilan Anak,
Jakarta: Sinar Grafika, 200Blim 4.
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Penetapan umur dianggap penting, karena baik ddaakum Positif
maupun hukum pidana Islam, umur dijadikan sebagaam bagi hakim dalam
menentukan jenis sanksi yang akan dibebankan pamtarsy anak tersebut. Seperti
halnya dalam hukum pidana Islam, ketentuan adamjan@ dibebankan terhadap
orang yang telah dibebani kewajiban hukumukalla), dan bukan orang yang belum
mengerti dan paham akan hukum (anak-anak).

Dalam Figh, Islam tidak memberi batasan yang pegtadap batasan umur
anak disamping banyaknya perbedaan pendapat diapgaa ulama’. Para ulama’
figh beijma’, bahwa seorang anak bila telahib&lam maka dipandanialigh.
Begitu juga seorang gadis, dengan kedatahgahatau kuat untuk hamil. Sesuai

dengan ayat Al-Qur’an dalam surat An-Nur ayat 59:

00000 O0O0OOOOOOO0O000000 0000000000 0000000 0000000000 000000 0000000
000000 0000 DOOO00000 000000000 0 0000000000 000 0000 00000 DO00000000a0
0000 0000000 0000000 000000 0 DO0O000000a

Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai uipaligh, Maka hendaklah
mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebehereka meminta
izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nyaan Allah Maha
mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nur: 49).

Adapun yang menjadikan dasar tidak cakapnya loatkirseseorang anak
yang masih dibawah umur adalah disandarkan kepei@mtkian umur hukum yang

terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 6 sebagai betiku

% Dede RosyadaHukum Islam dan Pranata Sosialakarta: Lembaga Studi Islam dan
Kemasyarakatan, 1992, him. 86.

4 Kementrian Agama RAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him 358.

> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubliskum Perjanjian Dalam Islandakarta:
Sinar Grafika Offset, 1994, him 10.
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00000 00000 0 00000000000 000 0000000000 2o00000000 - Ooo0000A00000 - 0000
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Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai nkareukup umur untuk menikah.
Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah sergi@andai
memelihara harta), maka serahkanlah kepada merekenka. Dan
janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) nieléatas kepatutan
dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkarssiaglum mereka
dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampka hendaklah dia
menahan diri (dari memakan harta anak yatim itwm) larangsiapa miskin,
maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara ysatgt. Kemudian,
apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereddga tmendaklah kamu
adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai

Dalam hal ini anak yatim yang masih di bawah um@luim bisa
mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Kaaeak tersebut belum mencapai
umur baligh. Jika anak tersebut sudah mencapai baligh, maka orang tua asuhnya
berhak menyerahkan harta tersebut dengan sebaigkinuthen juga harus ada saksi.

Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum Podigfjuanya sama
mempunyai kesamaan tentang adanya aturan mengenankpuan bertanggung
jawab. Dalam hukum pidana Islam aturan ini dituamgalam ayat-ayat Al-Qur’an,
sedangkan dalam hukum Positif dituangkan dalam bgwd@adang salah satunya
adalah Undang-undang tentang Peradilan Anak. Skdargjuran mengenai batasan
anak antara hukum pidana Islam dengan hukum Pdstlieda dengan kata lain,

pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana Islamgashe hukum Positif juga

® Kementrian Agama RAI-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him 77.
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berbeda terpaut adanya perbedaan siapa yang dikatatak dalam hukum pidana

Islam maupun hukum Positif.

Dengan demikian antara hukum pidana Islam dengakurhuPositif

keduanya mempunyai kelebihan masing-masing. Hukidianp Islam lebih fleksibel

dalam penentuan pertanggungjawaban pidana karertanggungjawaban tidak

ditentukan dengan umur seseorang yang pasti tp@Efanggungjawaban pidananya

bersifat keterkaitan antadaaligh, mukallafdan tamyiz. Sedangkan hukum Positif

bersifat permanen terhadap umur tertentu antaréda@ belas) tahun sampai 18

(delapan belas) tahun atau belum menikah.

Dari uraian di atas dapat di

simpulkan sebagakuber

HUKUM PIDANA POSITIF

HUKUM PIDANA ISLAM

Persamaan:

Anak di bawah umur tidak dapat dikern
hukuman bagi orang dewasa, karena 3
tersebut belum mampu untt
menjalaninya. Maka anak di bawah un
dapt di kenai hukuman tetapi seteng
hukuman bagi orang dewasa.

Persamaan:

dnak di bawah umur tidak dap
rdikenai hukuman. Karena anak terse
ubelum  mencapai baligh. Maka
1inukumannya berupga’zir.

jah

Perbedaan :

Batas usia anak menurut Undang-und
Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 pa
4 ayat (1) Batas Umur Anak yang da
diagjukan ke Sidang Anak adalg
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tak
tetapi belum mencapai umur
(delkapan belas) tahun dan belum per
kawin.

1dianggapbaligh.

Perbedaan :

sBatas usia anak dalah hokum pida
<Islam adalah jika laki-laki anak tersel
psudah mengeluarkan air mani (spern
aJika perempuan sudah mengelur}
1 darah Haid maka anak tersebu sud

r

Solusinya :

Jika yang melakukan tindak pidana af
di bawah umur, maka bisa dilihat d

Solusinya :

1 Dala hokum Islam maka seyogyan
apara penegak hokum harus bisa te

segi sosial ataupun lingkunganny

dalam mengambil keputusan. Kare

at
but

ina
ut
na).
an
ah

ya
gas
na
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karena anak tersebut dengan usia yebanyaknya perbedaan yang mengatur
masih kecil maka sering kali menjactentang batasan anak di bawah umur,
korban orang tuanya ataupun
lingkungannya.

B. Analisis Terhadap Pertanggungjawaban Tindak Pidareurian Yang Dilakukan Anak
Di Bawah Umur
1. Menurut Hukum Pidana Positif
Dalam hukum Positif anak masih berpeluang untulddipa, tetapi dalam
proses peradilan maupun pidananya anak berhak mpa&ngdarlakuan khusus, hal ini
juga termasuk dalam tindak pidana pencurian. Addetentuan sanksi pidana untuk
anak menurut hukum Positif terutama yang terdapda ketentuan Undang-undang

Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 pasal 28 terdnit da

a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak pakag banyak %2 (satu
perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bayj olewasa.

b. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalat(Byternyata tidak dapat
dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.

c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakugaling lama 90 (Sembilan
puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak kebari 4 (empat) jam sehari serta
tidak dilakukan pada malam hari.

2. Menurut Hukum pidana Islam
Dalam hukum pidana Islam adalah pembebanan segedengan akibat

perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikengla dengan kemauan sendiri,

’ Redaksi Sinar GrafikaJndang-undang Nomor 3 tahun 19&htangPeradilan Anak,
Jakarta: Sinar Grafika, 2000. HIm 28.
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di mana orang tersebut mengetahui maksud dan akiéat perbuatannya itu.
Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban itaséickan kepada tiga hal:

a. Adanya perbuatan yang dilarang

b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri, da

c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannyd itu.

Apabila terdapat tiga hal tersebut, maka terdapatla p
pertanggungjawaban. Apabila tidak terdapat makaaktidterdapat pula
pertanggungjawaban. Dengan demikian orang gilak @ndawah umur, orang
yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertargigwaban, karena dasar
pertanggungjawaban pada mereka ini tidak ada. Dak di bawah umur (belum
baligh) tidak dikenakan hukuman pokok, seperti halnysopgttangan, tetapi
tidak menuntut kemungkinan dilakukanrngérir atau pembinaan atau dimaafkan
begitu saja karena pada dasarnya seseorang yamg beligh belum dibebani
hukum secara penuh.

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban andkawiah umur
yang mencuri tidak dipotong tangan, akan tetapa liggunakanalternative
berupa pembinaan atama’zir yang berupa hukuman selain hukuman pokok
(potong tangan), baik itu mendidik anak agar menimik atau dikembalikan
keorang tua.

Selain perbuatan tersebut mengakibatkan kerugigadee orang lain,
perbuatan tersebut telah ditetapkan oleh Negamndalkentuk Undang-undang,

demikian pula dalam hukum pidana Islam, suatu @gdrudapat dikategorikan

® Ahmad Wardi MuslichPengantar Dan Asas Hukum Pidana Is|dfikih Jinayah,
Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Him 74.
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sebagai tindak pidang(imah) apabila perbuatan tersebut telah diatur oketh
Undang-undang maupurashtersebut tidak mempunyai arti tanpa adanya
dukungan yang dapat memaksa seseorang untuk menp&i@iuran tersebut.
Dukungan yang dimaksud adalah penyertaan ancankamman atau sanksi.

Mengenai hukuman bagi anak yang melakukan tinddkna, hukum
pidana Islam tidak memberikan ketentuan yang jetasena menurut hukum
Islam anak itu merupakan amanat yang diberikan aliidh SWT yang harus
dijaga, dirawat sebaik mungkin. Sehingga ketikarasgp anak melakukan
perbuatan melanggar hukum, maka anak tersebut tidk@khakan hukuman dan
sebagai gantinya, yang menjalankan hukuman adaaiy duanya.

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatak pidana,
sebelum ada ketentuan Undang-undang yang melamaaty Perbuatan dan
pelanggaran dari ketentuan Undang-undang terselakibat pada pelaku tindak
pidana untuk diminta pertanggungjawabanhya.

Pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan hulayat berupa
berbuat atau tidak berbuat. Pelgkumah dapat dihukum apabila perbuatannya
dapat dipersalahkan. Setiap perbuatan pidana adstipa pidana itu harus
mengandung unsur-unsur sifat melawan hukum, pexbudersebut dapat
dipersalahkan dan perbuatan yang dilakukan merumppkeuatan yang dalam
hukum dinyatakan perbuatan yang dapat dihukum.dikatakan bahwgrimah
dapat dipersalahkan terhadap pelakunya, apabi&kypebrsebut sudah berakal,
cukup umur, dan bebas berkehendak. Dalam arti pefatsebut terlepas dari

unsur paksaan dan dalam keadaan kesadaran yarg penu

°® DR. Andi Hamzah, S.HAsas-asas Hukum Pidandakarta: Melton Putra, 1991, him. 27.
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Dan disebutkan di dalam Al-Qur’an surat Al-Mudatsyat 38:

0000 000000000 0000000 o000 00000 0000

Artinya: Setiap orang bertanggung jawab atas apg yelah dilakukannya (Q.S
Al-Mudatsir: 38)*°

Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-bestaurat perbedaan

masa yang dilalui hidupnya.
Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu

a) Adanyanashyang melarang dan mengancam perbuatan itu
b) Adanya tingkah laku yang membentakimah
c) Siperbuat adalamukallaf™

Pada dasarnya orang yang melakujaimah itu dihukum, tetapi ada
yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk,dalabelum dewasa.

Seseorang yang mampu bertanggung jawab dan tegbalh emutuskan
baik buruknya suatu hal, serta mampu mengatur damgamtrol dirinya sesuai
dengan pandangan hidup yang dianutnya yakni Istaaka dengan itu dia telah
dewasa menurut pendidikan Islam.

Dari ketentuan di atas adalah ketentuan terhadaplaee seseorang
yang dapat dipertanggungjawabkan sekaligus, apdlalderbuajarimah maka

dia dikenakan sanksi pidana. Konsep yang dikenakeim syari’at Islam tentang

' Kementrian Agama RII-Qur'an dan TerjemahBandung: Jabal Roudhotul Jannah,
2010, him 576.

! Alie, Yafie, dkk.,Ensiklopedi Hukum Pidana Islarterjemahan dariAt-Tasyri’ Al-
Jina’l Al-Islamiy Mugaronah Bil Qanunil WadTkarya Abdul Qadir Audabh, jilid 4, Bogor, Kharisma
lImu, him 255.
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pertanggungjawaban anak yang belum dewasa merupakasep yang baik
meskipun telah lama, namun tetap menyamai tedpatardi kalangan hukum
Positif. Menurut hukum Romawi yang mendasari hukBamgsa Eropa sebagai
bentuk hukum Positif, menyatakan bahwa apabila -amnak sudah berumur 7
(tujuh) tahun maka dia dikenai pertanggungjawabdar@a. Sedangkan menurut
syari'at Islam pertanggungjawaban pidana didasadias dua perkara, yaitu
kekuatan berpikir dan pilihairgdah danikhtiar).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berik

HUKUM PIDANA POSITIF HUKUM PIDANA ISLAM

Persamaan: Persamaan:

Keterbatasan batasan umur anak daldridak adanya batasan umur yang jelas atau
hukum Positif adalah ketidak adanya jaminatidak pakerh membuat hakim kesulitah

bahwa setiap yang berumur 18 (delapélfan menentukan kearah mana putusannya

belas) tahun ke atas adalah patut dise@uklan dijatuhkan, karena hal ‘ini akan

. .. menjadi pertimbangan hakim ke depannya
dewasa. Hal ini berdasarkan bahwa tid tuk menjadi putusan. Baik putusan

semua yang sudah 18 (delapan belas) ke FHfshgenai hukuman maupun hal lainnya
adalah seseorang yang secara psikolpgis

adalah orang yang patut dibebankan
pertanggungjawaban pidana.

Perbedaan : Perbedaan :

Batasan umur dalamUndang-undangDalam hukum pidana Islam tidak
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilafitentukan berapa batas umur secara pgasti,
Anak adalah 8 (delapan) tahun, tetagitapi hukum pidana Islam hanya
belum mencapai umur 18 (delapan belagkmberikan bahwa setiap yang sudah
tahun dan belum pernah kawin. menginjak baligh baginya wajib akan
sebuah pertanggungjawaban pidana.

Solusinya : Solusinya :

Sebaiknya jika Hakim mengambiAnak di bawah umur apabila belum
keputusan harus sesuai dengan keadbaligh, maka belum bisa dikenai
si pelakunya. Dan gunakanlah pasal yahukuman. Akan tetapi bisa diserahkan
sesuai dengan nilai barang yang | kepada orang tuanya untuk dibina
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curinya.

dengan baik dan tidak akan mengul
perbuatannya itu kembali.

a‘ngi




